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Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang harus diikuti oleh kedua 
belah pihak, yang mana asas tersebut secara langsung muncul ketika perjanjian 
tersebut disepakati. Misalnya asas untuk menepati janji, asas kebebasan membuat 
perjanjian, dan asas perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak. Namun tidak 
tertutup kemungkinan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat 
melaksanakan asas tersebut, hal ini tentunya bisa merugikan pihak lain. Oleh 
karena itu penulis mengkaji masalah ini dengan mengambil judul: “KAJIAN 
TEORITIS TENTANG ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DAN 
PENERAPANNYA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 
PERDATA”. 
Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang 
diteliti, yaitu bagaimana kajian teoritis tentang asas-asas hukum perjanjian dan 
penerapannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta apa 
akibat hukum apabila asas-asas hukum perjanjian tidak dilaksanakan oleh kedua 
belah pihak. 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian 
hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan 
tinjauan teoritis tentang asas-asas perjanjian dan penerapannya berdasarkan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini 
bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang 
tinjauan teoritis asas-asas perjanjian dan penerapannya berdasarkan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, serta akibat hukum apabila asas-asas hukum 
perjanjian tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa secara teoritis asas-asas 
hukum perjanjian terdiri dari asas kontrak sebagai hukum mengatur, asas 
kekbebasan berkontrak, asas fakta sunt servanda, asas konsensual, dan asas 
obligatoir. Semua asas dalam hukum perjanjian tersebut secara langsung atau 
tidak langsung muncul sebagai akibat adanya perjanjian. Namun dalam 
penerapannya kedua belah pihak yang telah bersepakat dalam suatu perjanjian 
belum tentu dapat melaksanakan semua asas tersebut. Apabila ada salah satu dari 
asas tersebut tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, 
maka perjanjian tersebut bisa saja dibatalkan atau dianggap cacat oleh pihak-pihak 
yang berkepentian dalam perjanjian tersebut. 
Akibat hukum apabila asas-asas hukum perjanjian tidak dilaksanakan oleh 
kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena asas yang 
belaku dalam hukum perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu salah satu pihak yang merasa 
dirugikan dapat melakukan penuntutan. Di samping itu pihak ketiga juga dapat 
melakukan penuntutan, karena dalam perjanjian itu ada pihak lain yang dirugikan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dunia bisnis saat ini semakin berkembang sejalan dengan 
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, berbagai kegiatan dapat 
dilakukan oleh seorang dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Setiap 
pembisnis melihat prospek kemajuan di masa depan, dengan harapan bahwa 
bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan 
yang hendak dicapai. 
Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, 
yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro, kegiatan bisnis 




Manusia dalam menjalankan bisnisnya sudah pasti berhubungan dengan 
orang lain. Hubungan tersebut bisa saja dalam bentuk hubungan biasa tanpa 
ada ikatan secara hukum, namun ada pula hubungan yang diikat dengan hukum 
dalam suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh 
kedua belah pihak, yang menjadi undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal 1313), 
menyatakan bahwa suatu kontrak merupakan suatu perbuatan dimana satu 
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orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
Tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi 
mereka atau biasanya juga disebut, bahwa kontrak tersebut sudah berdifat 




Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam 
buku ketiga kitab undang – undang hukum perdata dengan judul perikatan. 
Kata perikatan mempunyai pengertian yang luas dari kata perjanjian.  
Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang 




Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya 
kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal 
lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak 
merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini 
dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah 
adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak 
para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk 
melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun keatas, 
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namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan 
kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah 
kawin sebelum cukup 21 tahun. 
c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan 
ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 
maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu 
ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian 
atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 
d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa  kontrak ini 
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.4 
Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, 
bahwa segala sesuatunya yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah 
sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada 
pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak 
yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai 
dengan prosedur yang berlaku. 
Dari unsur-unsur subjek dan objektif dalam suatu perjanjian tersebut, 
maka kesemua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu saja tidak 
terpenuhi maka suatu perjanjian akan menjadi pincang dan tidak sesuai dengan 
kehendak dari kedua belah pihak. Perjanjian yang dibentuk oleh kedua belah 
pihak tersebut tentunya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat 
dalam hukum. 
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Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi 
pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam 
hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan 
masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan 
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
5
 
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 
identitas, yaitu sebagai berikut: 
a. Asas kepastian hukum (rechmatigheid), asas ini meninjau dari sudut yuridis; 
b. Asas keadilan hukum (gerectigheit), asas ini meninjau dari sudut filosofis, 
dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan 
pengadilan; 
c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau utility. 
Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu 
kontrak, yaitu sebagai berikut: 
a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan 
hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam 
suatu kontrak. 
b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya 
asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada 
prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian 
juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. 
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c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak 
dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh 
sesuai isi kontrak tersebut. 
d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah 
dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun 
tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, 
yang memang dipersyaratkan untuk tertulis. 
e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah 
terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban 
semata-mata.6  
Asas-asas tersebut di atas secara tidak langsung muncul dalam hukum 
kontrak atau perjanjian yang harus diikuti dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. 
Asas-asas tersebut merupakan bingkai atau aturan yang muncul dalam hukum 
perjanjian. Misalnya asas perjanjian harus dipatuhi, bahwa dalam perjanjian 
asas ini merupakan asas yang harus ada pada kedua belah pihak, karena 
masing-masing pihak harus mematuhi dan melaksanakan prestasi perjanjian. 
Artinya kedua belah pihak dengan sukarela melakukan prestasi perjanjian 
tersebut. 
Asas dalam hukum perjanjian merupakan hal yang sangat penting 
diperhatikan oleh kedua belah pihak, karena perjanjian dibuat dengan 
kesadaran dan kesepakatan harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, 
karena perjanjian tersebut dibuat dengan atas dasar konsensus kedua belah 
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pihak dan otomatis mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian 
tersebut, oleh karena itu wajib untuk dilaksanakan. 
Sebagaimana digambarkan di atas ada beberapa asas yang muncul 
dalam suatu perjanjian, yang mana asas tersebut secara langsung muncul ketika 
perjanjian tersebut disepakati. Misalnya asas untuk menepati janji, asas 
kebebasan membuat perjanjian, dan asas perjanjian tersebut mengikat kedua 
belah pihak. Artinya kedua belah pihak wajib mengikuti dan mematuhi 
perjanjian yang sudah disepakati bersama.  
Asas dalam suatu perjanjian harus dapat dilaksanakan oleh kedua belah 
pihak secara keseluruhan, namun tidak tertutup kemungkinan salah satu pihak 
atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan asas tersebut. Hal ini 
tentunya bisa merugikan pihak lain, oleh karena itu asas perjanjian ini penting 
diperhatikan oleh kedua belah pihak, agar perjanjian yang disepakati tersebut 
dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan maksud bersama. 
Namun bagaimana kalau ada di antara asas tersebut tidak dapat 
dilaksanakan oleh salah satu atau oleh kedua belah pihak, bagaimana akibat 
hukumnya, apa langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh pihak-pihak 
yang merasa dirugikan akibat tidak dilaksanakannya asas dari perjanjian 
tersebut. 
Secara teoritis asas tersebut muncul dalam suatu perjanjian, tentunya 
harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, apakah kedua belah pihak secara 
keseluruhan dapat melaksanakan asas-asa tersebut, tentunya perlu kajian ketika 




sudah pasti ada konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji 
masalah ini dengan mengambil judul: “KAJIAN TEORITIS TENTANG 
ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DAN PENERAPANNYA 
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”. 
B. Batasan Masalah 
Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami pembahasan dalam 
penelitian ini, maka penulis membatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan 
asas-asas yang berhubungan dengan perjanjian dan implementasinya 
berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang 
diteliti, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana kajian teoritis tentang asas-asas hukum perjanjian dan 
penerapannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 
2. Apa akibat hukum apabila asas-asas hukum perjanjian tidak dilaksanakan 
oleh kedua belah pihak? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui tinjauan teoritis tentang asas-asas hukum perjanjian dan 
penerapannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila asas-asas hukum perjanjian tidak 
dilaksanakan oleh kedua belah pihak. 




1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama 
menyangkut masalah penerapan asas-asas perjanjian berdasarkan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. 
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai 
perjanjian pada masa yang akan datang. 
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai 
sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau. 
E. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada 
penelitian hukum normatif,
7
 yaitu usaha untuk mengolah data yang 
berhubungan dengan tinjauan teoritis tentang asas-asas perjanjian dan 
penerapannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Hal ini 
dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan 
asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-
pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk 
diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
8
 
Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 
menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan teoritis 
asas-asas perjanjian dan penerapannya berdasarkan Kitab Undang-Undang 
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Hukum Perdata, serta akibat hukum apabila asas-asas hukum perjanjian 
tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak. 
2. Data dan Sumber Data  
Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian 
dan diuji kebenarannya.
9
 Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).
10
 
Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan 
menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
11
 
Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer,12 yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata), dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
b. Bahan hukum sekunder,13 yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang 
dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 
c. Bahan hukum tersier,14 yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 
hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis 
memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi 
terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan 
literatur lainnya. 
4. Analisis Data 
Setelah penulis memperoleh data dari Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis 
mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan 
dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan 
pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan 
membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para 
ahli. 
Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian 
ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,
15
 yaitu menyimpulkan dari 
hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. 
F.  Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN UMUM, yang berisi pengertian hukum, fungsi dan 
tujuan hukum, kepastian hukum, dan pengertian hukum perdata.   
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BAB III   TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi pengertian perjanjian, syarat-
syarat perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, dan 
macam-macam perjanjian. 
BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yakni   
mengenai tinjauan teoritis tentang asas-asas perjanjian dan 
penerapannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
serta akibat hukum apabila asas-asas perjanjian tidak dilaksanakan 
oleh kedua belah pihak.  




















A. Pengertian Hukum 
Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan 
antara anggota masyakarat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan 
atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-
peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat 
untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap 
perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada 
dan berlaku dalam masyarakat.
16
 
Setiap pelangar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang 
berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum 
yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat 
berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka 
peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan 
dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. 
Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian 
hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, 
yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Berkenaan dengan tujuan hukum, 
maka ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tujuan hukum, 
antara lain sebagai berikut. 
Van Apeldoorn mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah mengatur 
pergaulan hidup manusia secara damai, maka hukum menghendaki 
perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 
melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, 
kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya. 
Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan 
golongan-golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi 
pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum 
tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.
17
 
Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang 
kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan 
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di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju 
peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara 
kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh 
sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama 
arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang 
memperoleh bagian yang sama. 
Dalam tulisannya “Rhetorica”, Aristoteles membedakan dua macam 
keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif 
adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya 
(pembagian menurut haknya masing-masing). Sedangkan keadilan komutatif 
adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan 
tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan komutatif menguasai 
hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama 




Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa keadilan 
menurut Aristoteles bisa saja diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya 
harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, dan sesuai dengan 
apa yang diberikan kepada seseorang. 
Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan 
yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang 
kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. 
Sumber hukum itu dapat ditinjau dari segi material dan dari segi formal, 
yaitu: 
1. Sumber-sumber hukum material, dapat dilihat dari berbagai sudut, misalnya 
dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Sebagai 
contoh adalah: 
a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan 
ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. 
b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang 
menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 
masyarakat. 
2. Sumber-sumber hukum formal, antara lain adalah: 
a. Undang-Undang. 
b. Kebiasaan. 
c. Keputusan-keputusan hakim. 
d. Traktat. 
e. Pendapat Sarjana Hukum. 
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Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara  oleh penguasa 
negara. 
Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-
ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh 
masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian 
rupa, sehingga pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah 
suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan dipandang sebagai hukum. 
Keputusan hakim berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan 
wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 AB, menjadilah dasar keputusan 
hakim lainnya untuk mengadili perkara yang serupa, dan keputusan hakim 
tersebut menjadi sumber hukum bagi pengadlan. Dan keputusan hakim yang 
demikian disebut yurisprudensi. 
Traktat, merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara (traktat 
bilateral). Apabila diadakan lebih dari dua negara (traktat multilateral). Apabila 
ada traktata multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang 
pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi juga menjadi pihaknya, 
maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan 
berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Selain yurisprudensi, 
maka pendapat para ahli hukum juga dapat dikadikan sumber dan 
pertimbangan bagi hakim dalam putusannya. 
 
B. Fungsi dan Tujuan Hukum 
Fungsi hukum itu ialah: 
a. Menetapkan hubungan mana yang boleh dilakukan oleh anggota-anggota 
masyarakat, dan hubungan mana yang tidak boleh dilakukan. 
b. Menentukan alokasi wewenang dan menentukan secara seksama badan-
badan mana yang berwenang melakukan paksaan, dengan sekaligus 
menentukan sanksi-sanksi mana yang dianggap tepat dan efektif. 
c. Disposisi masalah-masalah sengketa. 




Hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaedah-kaedah 
sosial yang lain dan kaedah agama. Ciri-ciri itu ialah : 
a. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara kepentingan-
kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. 
b. Mengatur perbuatan manusia secara ilmiah. 
c. Dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan 
pelaksana hukum. Dalam masyarakat sederhana badan serupa ini dapat 
kepala adat, dewan para sesepuh atau lainnya.
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Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat 
para sarjana ilmu hukum dan juga ada beberapa teori diantaranya adalah 
sebagai berikut : 
1. Prof. Subekti, SH, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan 
Pengadilan”. Menyatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara 
yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan 
pada rakyat. 
2. Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn, dalam bukunya “Inleiding tot de studie 
van het Nederlandse recht”, mengatakan tujuan hukum adalah mengatur 
pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki perdamaian. 
3. Teori Keadilan, yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai Bapak teori 
keadilan dalam bukunya “Rhetorica” mengajarkan dua macam keadilan 
yaitu: 






a. Keadilan Distributif, ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap 
orang menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang 
mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan bersamaan tapi 
menurut syarat-syarat atau jasa-jasa tertentu. 
Dalam UUD Sementara tahun 1950 Pasal 23 ayat 2 “Setiap warga 
negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintahan”, maka ini 
bukan berarti bahwa tiap-tiap orang Indonesia mempunyai tuntutan 
yang sama untuk diangkat menjadi jaksa misalnya, tetapi berarti bahwa 
jabatan itu harus diberikan kepada mereka berdasarkan syarat-syarat 
atau jasa-jasa tertentu. 
b. Keadilan Komulatif, ialah keadilan yang memberikan kepada setiap 
orang sama banyaknya, dengan tidak mengingat syarat-syarat atau 
jasa-jasa tertentu. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada 
pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak 
mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. 
Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus 
memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum, agar tercipta 
kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap 
peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus 
ditegakkan,
20
 penyelenggaraan rule of law (penegakan hukum) dalam suatu 
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negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara. Keadaan politik 
itulah yang memberikan corak dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum.
21
 
Hukum sebagai alat politik sangat sulit dipisahkan, meski ada juga 
pendapat yang menyatakannya tidaklah mesti demikian. Menurut Ahmad Ali, 
hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. 
Bahkan, ia membantah pandangan kaum dogmatik yang menyebut hukum 
sebagai alat politik bukanlah universal, melainkan hanya milik negara-negara 
tertentu.
22
 Hukum, khususnya yang tertulis merupakan alat politik yang bersifat 
universal. Hal ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai alat 
rekayasa sosial. 
Pemerintah bertugas menentukan bentuk dan corak hukum yang dipakai 
didalam mempertahankan cita-cita negara. Suatu kaedah mempunyai sifat 
hukum karena kaedah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara yang 
dalam hal ini olehpara pejabat. Hukum merupakan salah satu alat bagi negara 
dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakikatnya 
merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu 
negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Karena itu, 
hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada 
orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan. 
Namun patut dicatat bahwa penguasa dalam hal ini pemerintah tidaklah 
sewenang-wenang dalam memberi kekuatan mengikat hukum. Kekuatan 
mengikat hukum sangat bergantung pada kesadaran rakyat. Undang-undang 
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berlaku berdasarkan nilai batinnya. Hukum sebagai alat politik tidak mengikat 
karena kehendak penguasa, melainkan pemerintah hanya mendapatkan 
kekuasaan darihukum. Dalam Negara Republik Indonesia, cita-cita politik 
negara dapat dilihat dalam dasar dan konstitusi negara (Pancasila dan UUD 
1945). Cita-cita nasional ini harus diwujud nyatakan dalam tatanan politik, 
kehidupan dan perjalanan bangsa. Semua lembaga yang dimiliki oleh negara, 
khususnya penguasa dan pembuat undang-undang sedapat mungkin 
merencanakan dan melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita 
tersebut. 
Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat 
dominan dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa 
Indonesia. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang 
merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, 
dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik. 
Dengan demikian, hukum mengalami perubahan sesuai kondisi waktu 
dan tempat. Ilmu sejarah sosial hukum islam, sebagai alat politik, dalam arti 
alat untuk mewujudkan cita-cita politik negara. Meski harus diingat bahwa 
hukum juga tidak terlepas dari hasrat orang-orang atau golongan yang 
memerintah. Namun mereka menyusun hukum itu tidak lepas dari dasar dan 
konstitusi negara yang memuat cita-cita nasional. 
C. Kepastian Hukum 
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 




perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 
boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian 
hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran 
pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai 
sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan 
hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat 
umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum 




Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: 
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada 
kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi 
dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara 
proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum 
orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. 
Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati 
peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. 
Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan 
terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang 
terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak 
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hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu 
kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian 
hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui 
perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. 
Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas 
dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. 
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu 
ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. 
Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi 
peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, 
sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini 
runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian 
hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh 
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 
adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas 
menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. 
Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian 
hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. 
Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada 
fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya 




yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping 
mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.
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Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, 
subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian 
hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada 
setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi 
dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. 
D. Pengertian Hukum Perdata 
Hukum perdata adalah serangkaian peraturan-peraturan hukum yang 
mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan 
menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. 
Hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata), yang terdiri dari 4 (empat buku), yaitu: 
1. Buku I, yang berjudul Perihal Orang, yang memuat Hukum Perorangan dan 
Hukum Kekeluargaan. 
2. Buku II, yang berjudul Perihal Benda, yang memuat Hukum Benda dan 
Hukum Waris. 
3. Buku III, yang berjudul Perihal Perikatan, yang memuat Hukum Harta 
Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi 
orang-orang atau pihak-pihak tertentu. 
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4. Buku IV, yang berjudul Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa, yang memuat 




Gambaran isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata) tersebut merupakan pedoman atau aturan yang berlaku di Indonesia 
dalam hal atau lapangan keperdataan. Peraturan tersebut mengatur hubungan 
hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, yang berhubungan 
dengan kepentingan pribadi atau perorangan, bukan kepentingan publik. 
Menurut ilmu pengetahuan hukum, Hukum Perdata dapat dibagi dalam 
4 (empat) bagian, yaitu: 
1. Hukum Perorangan, yang memuat antara lain: 
a. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum; 
b. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan 
untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu. 
2. Hukum Keluarga,  yang memuat antara lain: 
a. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara 
suami/isteri; 
b. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua); 
c. Perwalian; 
d. Pengampuan. 
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3. Hukum Harta Kekayaan, yang mengatur tentang hubungan-hubungan 
hukum yang dapat dinilaikan dengan uang. Hukum Harta Kekayaan 
meliputi: 
a. Hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang; 
b. Hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang 
atau suatu pihak tertentu saja. 
4. Hukum Waris, yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia 




Pembagian Hukum Perdata tersebut merupakan pembagian menurut 
ilmu pengetahuan hukum, yang disampaikan oleh beberapa ahli hukum, yang 
menilai dan mengkaji bahwa Hukum Perdata tersebut membahas tentang empat 
hal tersebut di atas, sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. 
1. Hukum Perorangan 
Hukum perorangan berhubungan dengan subjek hukum yang 
membawa hak,  yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, 
yang terdiri dari: 
a. Manusia. 
b. Badan hukum. 
Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa hak ialah mulai saat 
ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Hukum perdata 
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mengatur seluruh segi kehidupan manusia sejak ia belum lahir dan masih 
dalam kandungan ibunya sampai ia meninggal dunia. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata, “Anak 
yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah 
dilahirkan, apabila kepentingan si anak menghendakinya”. Dengan 
demikian seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah dijamin 
untuk mendapat warisan jika ayahnya meninggal dunia. Selanjutnya Pasal 2 
ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa, apabila ia dilahirkan meninggal 
dunia, maka ia dianggap tidak pernah ada. 
Di samping manusia sebagai pembawa hak,  di dalam hukum juga 
badan-badan atau perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum, yang 
dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti 
manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki 
kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan 
pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim, singkatnya 
dapat diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. 
2. Hukum Keluarga 
Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan-peraturan hukum yang 
timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan. Termasuk hukum keluarga antara 
lain adalah: 






d. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata; 
3. Hukum Harta Kekayaan 
Hukum harta kekayaan, yaitu peraturan-peraturan hukum yang 
mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hukum harta 
kekayaan meliputi dua lapangan, yaitu: 
a. Hukum benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak 
kebendaan yang bersifat mutlak, artinya hak terhadap benda yang oleh 
setiap orang wajib diakui dan dihormati. 
b. Hukum perikatan, ialah peraturan-peraturan yang mengatur perhubungan 
yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak 
pertama berhak atas sesuatu prestasi, dan pihak yang lain wajib 
memenuhi prestasi tersebut. 
4. Hukum Waris 
Hukum waris ialah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta 
kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta 
kekayaan itu kepada orang lain. 
Ada dua cara untuk menyelenggarakan pembagian warisan yaitu: 
a. Pewarisan menurut undang-undang, ialah pembagian warisan kepada 
orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si 
pewaris. 
b. Pewarisan berwasiat, yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang 








Uraian tersebut di atas merupakan pembahasan yang tercantum dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dapat dipergunakan oleh pihak-
pihak yang berhubungan dengan hukum, dalam lapangan keperdataan atau 

















                                                 
27






A. Pengertian Perjanjian 
Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang lain atau lebih. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut 
mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak 
melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan 
wanprestasi. 
Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah 
sebagai berikut, menurut R. Subekti  Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum 
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan suatu hal
28
. 
Menurut R Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan 
hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji 
untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan 
pihak lain menuntut pelaksanaannya
29
. 
Perjanjian (verbintenis) mengandung pengertian suatu hubungan 
hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada 
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satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada 
pihak lain untuk menunaikan prestasi.
30
   
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang 
perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua 
pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut 
didalam persetujuan”. 
Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang 
disebutkan dalam pasal 1320 tersebut. Syarat kesepakatan dan syarat cakap 
disebut sebagai syarat subjektif  sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat 
suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. 
Kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya sama 
dengan perjanjian pada umumnya. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan 
hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam 
bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi 
dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk 
melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.
31
 
Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai 
berikut: 
1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang 
menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan 
kewajiban. 
2.  Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. 
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3. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan 
tidak berbuat sesuatu. 
4. Di bidang harta kekayaan.32 
Dari definisi kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa 
antara kedua belah pihak melakukan hubungan hukum di lapangan harta 
kekayaan. Dari hubungan tersebut terjalin suatu kesepakatan dalam bidang 
harta kekayaan, seperti perjanjian pemberian kredit, hutang-piutang, sewa-
menyewa dan sebagainya.  
Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap 
perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, 
ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja 
dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian 
adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam 
bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu 
pihak dalam hubungan hukum tersebut.
33
 
Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa 
konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui 
sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap 
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perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.
34
 
Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
35
 Dari pernyataan tersebut dapat 
diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang 
dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat 
menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, 
bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
36
 
Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan 
perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing 
pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua 
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. 
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 
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dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik.
37
 
B. Syarat-Syarat Perjanjian 
Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya 
kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal 
lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak 
merupakan unsure mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini 
dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah 
adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para 
pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan 
kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun 
sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang 
tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 
21 tahun. 
c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan 
ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 
maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu 
ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian 
atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 
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d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.38 
Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, 
bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak harus lah sesuatu 
yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman 
atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang 
berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. 
Demkian juga halnya dengan akibat hukum perjanjian yang berisi causa 
yang tidak halal ialah batal, dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut 
pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak 
pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa 
causa (sebab), ia dianggap tidak pernah ada. 
C. Unsur-Unsur Perjanjian 
Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan 
menjadi: 
a. Unsur essensialia; 
b. Unsur naturalia; 
c. Unsur accidentalia. 
Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam 
setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai 
contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang 
                                                 
38
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT.RajaGrafindo 




disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin 
dapat dilaksanakan. 
Adapun unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam 
undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-
undang dalam hal ini hanya bersifat mangatur atau menambah. Sebagai contoh, 
dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk 
menanggung biaya penyerahan. 
Sementara itu, unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang 
ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. 
Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga. 
D. Asas-Asas Perjanjian 
Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu 
kontrak, yaitu sebagai berikut: 
a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-
peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para 
pihak dalam suatu kontrak. 
b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari 
berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu 
kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak 
membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur 




c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu 
kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut 
secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. 
d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia 
telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya 
persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk 
beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk 
tertulis. 
e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak 
telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan 
kewajiban semata-mata.39  
Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat 
dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas 
tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak 
adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu 
maka semua asas tersebut di atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu 
kontrak atau perjanjian. 
Di samping asas di atas juga ada asas lain yang juga berlaku dalam 




                                                 
39




1. Asas kepercayaan 
Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan 
mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di 
antara mereka di belakang hari. 
2. Asas persamaan hukum 
Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan 
perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam 
hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek 
hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras. 
3. Asas keseimbangan 
Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak 
memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan 
untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan 
prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban 
untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. 
4. Asas kepastian hukum 
Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, 
kepastian ini terungkap dari kekuataan mengikatnya perjanjian, yaitu 
sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. 
5. Asas moral 
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan 
sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat 




mana seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), yang 
bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan 
menyelesaikan perbuatannya. 
6. Asas kepatutan 
Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan 
ketentuan mengenai isi perjanjian. 
7. Asas kebiasaan 
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak 
hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal 
yang menurut kebiasaan lazin diikuti. 
8. Asas perlindungan 
Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan 
kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat 
perlindungan itu seringkali adalah pihak debitur karena pihak debitur berada 
pada pihak yang lemah.
40
 
Asas-asas tersebut di atas juga muncul ketika perjanjian tersebut dibuat 
atau disepakati. Asas-asas tersebut muncul secara langsung apabila suatu 
perjanjian sudah disepakati, dan kedua belah pihak terikat dengan perjanjian 
atau kontrak tersebut. 
E. Macam-Macam Perjanjian 
Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para 
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pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). 
 Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut: 
1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 
bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam 
perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan 
kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak 
atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-
bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga 
dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 
Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 
melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian 
tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 
satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang 
menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta 
notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka 
pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah 
notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat 
bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak 
ketiga.41 
Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa 
perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian 
yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
hokum atau yuridis. 
Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu: 
1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 
perjanjian tertentu. 
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 
adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak. 
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika 
ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi 
perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.42 
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Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk 
alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, 
sehingga  yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut. 
Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya 
perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 
bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini. 
1. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu 
Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak 
menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata, menyebutkan: 
“Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu adalah termaktub 
kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan 
untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat 
penyerahan. 
2. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu 
Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah 
ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah 
melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar 
tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung dan sebagaianya. 
Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat 
sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi 
kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan 
penggantian biaya, rugi dan bunga”. 




Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang 
telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan 
perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang diperjanjikan. 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata “Jika perjanjian itu 
bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang 
berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena pelanggaran itu dank arena 
itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian biaya, rugi dan bunga. 
Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam suatu 
perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak 

















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Secara teoritis asas-asas hukum perjanjian terdiri dari asas kontrak sebagai 
hukum mengatur, asas kekbebasan berkontrak, asas fakta sunt servanda, 
asas konsensual, dan asas obligatoir. Semua asas dalam hukum perjanjian 
tersebut secara langsung atau tidak langsung muncul sebagai akibat adanya 
perjanjian. Namun dalam penerapannya kedua belah pihak yang telah 
bersepakat dalam suatu perjanjian belum tentu dapat melaksanakan semua 
asas tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas tersebut 
wajib dilakukan oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian, 
apabila ada salah satu dari asas tersebut tidak dilaksanakan oleh kedua belah 
pihak atau salah satu pihak, maka perjanjian tersebut bisa saja dibatalkan 
atau dianggap cacat oleh pihak-pihak yang berkepentian dalam perjanjian 
tersebut. 
2. Akibat hukum apabila asas-asas hukum perjanjian tidak dilaksanakan oleh 
kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena asas 
yang belaku dalam hukum perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat dilaksanakan oleh kedua 
belah pihak atau oleh salah satu pihak. Oleh karena itu salah satu pihak yang 
merasa dirugikan juga dapat melakukan penuntutan pelaksanaan perjanjian 
tersebut. Di samping itu pihak ketiga yang ada kaitan dengan perjanjian 
tersebut juga dapat melakukan penuntutan, karena dalam perjanjian itu ada 
pihak lain yang dirugikan karena tidak dilaksanakannya asas-asas yang 
terkandung dalam perjanjian tersebut. 
B. Saran 
Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi kedua belah yang melakukan kesepakatan dalam suatu perjanjian harus 




perjanjian tersebut, dan secara sukarela dan tanpa paksaan melaksanakan 
perjanjian yang sudah di sepakati tersebut. 
2. Bagi pihak ketiga yang ada hubungannya dengan suatu perjanjian harus 
dapat mengawal atau mengawasi pelaksanaan perjanjian yang sudah 
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